
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 139 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA 
DI KART JP_ATEN PoNoRoGo TAHUNANGGARAN 2092 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) 
iruf e Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nnmor 4 

Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa juncto Pasal 
69 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo 
Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1 AFi i tentang Perubahan 	Wilaynh 
Kotapraja Surabaya 8v Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur 8a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
DI. Youakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonior 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 4); 

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 69); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN ANGGOTA BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA Di KABUPATEN PONOROGO TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Desa adalah Desa yang berada dalarn wilayah Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten. 

7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas 
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

BAB II 
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Pasal 2 

(1) Anggota BPD diberikan Tunjangan Kedudukan dan 
Tunjangan Kinerja. 

(2) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diberikan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan 
fungsi berdasarkan kedudukan Anggota dalam kelembagaan 
BPD. 

(3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diberikan apabila terda,pat penambahan beban kerja. 



BAB III 
TUNJANGAN KEDUDUKAN 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan selama Tahun 
Anggaran 2022, dengan besaran yang diatur sebagai berikut: 

a. Ketua paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah); 

b. Wakil Ketua paiing banyak R-p450.000,00 (empat ratus 
lima puluh ribu rupiah); 

c. Sekretaris paling banyak Rp425.000,00 (empat ratus dua 
puluh lima ribu rupiah); 

d. Ketua Bidang paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus 
ribu rupiah); 

e. Anggota paiing banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima 
puluh ribu rupiah). 

(2) Penetapan Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan desa dan dituangkan dalam Keputusan 
Kepala Desa. 

BAB IV 
TUNJANGAN KINERJA 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3), diberikan dengan ketentuan paling banyak 
10 % (sepuluh perseratus) dari Pendapatan Asli Desa. 

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diperhitungkan diluar Pendapatan yang bersumber dari hasil 
pengelolaan Tanah kas Desa yang dipergunakan sebagai 
Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(3) Penetapan Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Kepala 
Desa. 

BAB V 
PELAKSANAAN 

Pasal 5 

Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja bagi Anggota BPD 
di Daerah pelaksanaan pemberiannya dalam Tahun Anggaran 
2022. 



Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA AGIAN HUKUM 
SEKRE ARIAT DAERAH 
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BAB VI 
PRNUTUP 

Pa_sal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 30 Desember 2021 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 30-12-2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 139. 

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003 
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